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PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA 
DESA CAMBA KECAMATAN KOTA BESI 

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 
Sekretariat : Jl.Apel RT. 004 RW. 002 Desa Camba || Kode Pos : 74353 

 

PENGUMUMAN 
PEMBUKAAN PENDAFTARAN PENCALONAN  

KEPALA DESA CAMBA 
Nomor: 01 /Pengumuman/Panpilkades/CB/2023 

 
 
Berdasarkan Ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 

4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dan sesuai dengan Jadwal Pemilihan Kepala Desa 
Tahun 2023 di Kabupaten Kotawaringin Timur dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat 
Kabupaten, maka  dengan ini diumumkan pembukaan pendaftaran pencalonan Kepala Desa pada 
Desa Camba Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ketentuan sebagai 
berikut : 

1. Syarat Pencalonan 
a. Persyaratan pencalonan Kades, antara lain : 

1) warga negara Republik Indonesia; 
2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
3) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 

4) berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat; 
5) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; 
6) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 
7) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun  atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun 
setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka 
kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku 
kejahatan berulang-ulang; 

8) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap; 

9) Sehat jasmani dan rohani; 
10) tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; 
11) bebas narkoba; 
12) berkelakuan baik; 
13) tidak pernah melakukan pelanggaran adat dan menerima atau dijatuhi sanksi adat 

dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum pendaftaran; 
14) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 
15) Tidak  mempunyai  temuan dari aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) bagi 

PNS, Kepal Desa, Perangkat Desa, dan anggota  BPD serta pensiunan  PNS atau yang 
pernah  menjabat Kepala Desa, perangkat desa, dan anggota BPD; dan 

16) pencalonan Kepala Desa hanya pada 1 (satu) desa. 
 
 
 
 

b. Persyaratan Pencalonan, wajib melampirkan administrasi: 
1) surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai 

10.000; 
2) surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang 
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bersaangkutan diatas kertas bermaterai 10.000; 
3) surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
Bhinneka Tunggal Ika  diatas kertas bematerai 10.000; 

4) surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat diatas kertas 
bermaterai 10.000; 

5) surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan 
dibuat  diatas kertas bermaterai 10.000; 

6) surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala 
Desa sampai dengan saat pengunduran diri atau paling besar Rp 50.000.000,- (lima 
puluh juta rupiah), apabila Balon/ Calon Kades mengundurkan diri sehingga 
mengakibatkan batalnya Pemilihan Kepala Desa dibuat diatas kertas bermaterai 
10.000; 

7) surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil Pemilihan Kepala Desa dengan 
sadar dan penuh tanggung jawab  diatas kertas bermaterai 10.000; 

8) surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang  diatas kertas bermaterai 10.000; 
9) surat pernyataan keabsahan berkas pencalonan dan siap mengundurkan diri baik 

sebagai Balon atau Calon Kades atau Kepala Desa jika terpilih atau maupun sebagai 
Kades, apabila dikemudian hari terbukti berkas pencalonan tidak benar atau palsu 
diatas kertas bermaterai 10.000; 

10) surat pernyataan tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di desa lain diatas kertas 
bermaterai 10.000; 

11) surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setelah terpilih menjadi Kepala 
Desa setempat diatas kertas bermaterai 10.000; 

12) surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa 
selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Camat, dengan ketentuan: 
a) Bakal Calon Kepala Desa memperoleh Surat Keterangan dari BPD yang 

menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala 
Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak 
berturut-turut;  

b) Berdasarkan surat keterangan dari BPD, selanjutnya Camat memberikan surat 
keterangan dari Pemerintah Daerah yang menerangkan bahwa Bakal Calon Kepala 
Desa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik 
berturut-turut atau tidak berturut-turut; 

13) surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah setempat/ Pejabat pengawas  
internal  setempat bagi PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD serta 
pensiunan PNS atau yang pernah menjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, dan 
anggota BPD; 

14) surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum 
penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling 
singkat 5 (lima) tahun dan tidak berulang-ulang; 

15) surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak 
pilihnya; 

16) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort; 
17) surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Kabupaten atau Kepolisian 

Resort; 
18) surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Daerah; 

 
 
 

19) surat keterangan tidak pernah menerima atau dijatuhi sanksi adat dalam kurun waktu 2 
(dua) tahun sebelum pendaftaran dari Penjabat Damang Kepala Adat Kecamatan/ 
Damang Kepala Adat Kecamatan setempat atau terdekat dalam hal diwilayah 
kedamangan belum memiliki Damang Kepala Adat; 
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20) Daftar Riwayat Hidup (DRH) dapat dilengkapi fotocopy SK dari lembaga pemerintahan 
di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat bagi yang memiliki; 

21) fotocopy ijazah pendidikan formal dan/ atau non formal melalui jenjang kesetaraan dari 
tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang 
berwenang dan/ atau disertai Surat Keterangan Klarifikasi atau surat keterangan 
pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat 
menunjukan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak; 

22) fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

23) fotocopy Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

24) melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh Balon; dan 
25) pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar. 

c. Ketentuan Pencalonan : 

1) Masyarakat Umum yang mencalonkan diri 
Bagi masyarakat umum yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kades Wajib 
memenuhi persyaratan pencalonan. 

2) PNS yang mencalonkan diri 
selain memenuhi persyaratan pencalonan, wajib mendapatkan izin tertulis dari Pejabat 
Pembina Kepegawaian dan surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah 
setempat/Pejabat pengawas internal setempat 
Persetujuan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan surat keterangan bebas 
temuan dari Inspektorat Daerah setempat/Pejabat pengawas internal setempat 
disampaikan kepada Panpilkades pada saat pendaftaran. 

3) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri Kembali 
selain memenuhi persyaratan pencalonan, wajib cuti sejak ditetapkan sebagai Calon 
sampai dengan penetapan Calon Terpilih (cuti dari Bupati) dan menyampaikan surat 
keterangan telah menyampaikan LPPD akhir masa jabatan yang diberikan oleh Camat. 
Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil wajib memenuhi persyaratan 
pencalonan, cuti dan menyampaikan LPPD, juga wajib mendapatkan izin tertulis dari 
Pejabat Pembina Kepegawaian dan surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat 
Daerah setempat/ Pejabat pengawas internal setempat. 
Pelaksanaan Cuti Kepala Desa sejak ditetapkan Calon Kepala Desa sampai dengan 
ditetapkannya Calon Kades Terpilih oleh Panpilkades atau sejak tanggal 18 Juli 
sampai dengan 27 September 2023. 

4) Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri 
selain memenuhi persyaratan pencalonan, wajib mengundurkan diri sebagai Penjabat 
Kepala Desa sebelum pembentukan Panpilkades; dan mendapatkan izin tertulis dari 
Pejabat Pembinan Kepegawaian serta surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat 
Daerah setempat/ Pejabat pengawas internal setempat. 

5) Perangkat Desa yang mencalonkan diri 
selain memenuhi persyaratan pencalonan, wajib mendapatkan izin cuti dari Kepala Desa 
atau Penjabat Kepala Desa. 
Bagi Perangkat Desa yang berstatus PNS selain memenuhi persyaratan pencalonan 
dan mendapatkan izin cuti dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, juga wajib 
mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan surat keterangan 
bebas temuan dari Inspektorat Daerah setempat/ Pejabat pengawas internal setempat. 
 
Pelaksanaan Cuti Perangkat Desa sejak terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa 
sampai dengan ditetapkannya Calon Kades Terpilih oleh Panpilkades atau sejak 
tanggal 19 Juni sampai dengan 27 September 2023. 

6) Pimpinan dan/atau Anggota BPD yang mencalonkan diri 
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selain memenuhi persyaratan pencalonan, wajib mengundurkan diri dari jabatannya 
apabila ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang dibuktikan dengan Surat 
Pernyataan pengunduran diri yang dibuat dan ditandatangani diatas kertas bermaterai 
10.000 (sepuluh ribu). dan menyampaikan Laporan Kinerja BPD tahun sebelumnya yang 
dibuktikan surat keterangan dari Camat telah diterimanya Laporan Kinerja BPD tahun 
sebelumnya. 
Pimpinan dan/atau Anggota BPD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil selain harus 
memenuhi persyaratan pencalonan, surat pengunduran diri dan surat keterangan dari 
Camat laporan Kinerja BPD, juga wajib mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina 
Kepegawaian dan surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah setempat/ 
Pejabat pengawas internal setempat. 
Apabila Pimpinan dan/atau Anggota BPD ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa maka 
BPD dan Pemerintah Desa melakukan proses Pemilihan BPD Antar Waktu sejak 
tanggal 18 Juli 2023. 

7) Ketua/Pimpinan dan/atau Anggota Lembaga Adat yang mencalonkan diri 
selain memenuhi persyaratan pencalonan, wajib mengundurkan diri dari jabatannya 
apabila ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa; 
Ketua/Pimpinan dan/atau Anggota Lembaga Adat yang berstatus PNS selain harus 
memenuhi persyaratan pencalonan dan surat pernyataan pengunduran diri, juga wajib 
mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan surat keterangan 
bebas temuan dari Inspektorat Daerah setempat/ Pejabat pengawas internal setempat. 

8) Anggota TNI/Polri yang mencalonkan diri 
selain memenuhi persyaratan pencalonan, wajib mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan 
sesuai ketentuan yang ada di lingkup TNI/Polri.  
Bagi anggota TNI/Polri yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa berlaku 
ketentuan yang ada di lingkup TNI/Polri. 

9) Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Tenaga Kontrak/ 
Honorer, Tenaga Kerja Swasta, dan Pengurus BUMDes yang akan mencalonkan 
diri 
selain memenuhi persyaratan pencalonan, wajib mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan 
tempat kerja dan mengundurkan diri dari jabatannya apabila ditetapkan sebagai Kepala 
Desa Terpilih. 
Pengunduran diri, dibuktikan dengan Surat Pernyataan pengunduran diri yang dibuat 
dan ditandatangani diatas kertas bermaterai 10.000 (sepuluh ribu). 

2. Waktu dan Tempat Pendaftaran 
a. Pendaftaran dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari dari tanggal 19 Juni s.d. 27 Juni 2023. 
b. Berkas Pendaftaran Bakal Calon Kades disampaikan langsung ke Panitia Pemilihan Kepala 

Desa pada sekretariat Panpilkades Camba Jalan Apel RT. 004 RW. 002 Desa Camba. 
c. Waktu Pendaftaran pukul 08.00 s/d 14.00 WIB 

3. Tata Cara Pendaftaran 
a. Bakal Calon Kepala Desa (Balon Kades) mendaftarkan diri secara langsung kepada Panitia 

Pemilihan Kepala Desa (Panpilkades) dan tidak dapat diwakilkan; 
b. Surat permohonan dan lampiran dibuat dan diserahkan dalam rangkap 4 (empat); 

 
 
 

c. Panpilkades memeriksa atau meneliti kelengkapan dokumen administrasi persyaratan 
Pencalonan Kepala Desa dihadapan Balon Kades yang mendaftarkan dan mencatat hasil 
pemeriksaan atau penelitian, bersamaan pada saat pendaftaran, dengan ketentuan: 
1) memeriksa atau meneliti dan menerima berkas Pencalonan yang telah lengkap; atau 
2) memeriksa atau meneliti dan mengembalikan berkas Pencalonan yang tidak lengkap. 

d. Panpilkades memberikan tanda terima dokumen administrasi Pencalonan Kepala Desa 
setelah selesainya pemeriksaan berkas, dengan ketentuan: 
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1) 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan/ Balon Kades; dan 
2) 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panpilkades. 

e. Pada saat pendaftaran Balon Kades wajib menunjukan : 
1) asli persyaratan pencalonan meliputi Ijazah/STTB awal sampai dengan akhir atau surat 

keterangan pengganti ijazah/STTB, KTP, dan KK kepada Panpilkades pada saat 
pendaftaran. 

2) Dalam hal KTP Balon Kades belum terbit, Balon Kades dapat menggunakan Surat 
Keterangan Pengganti KTP yang diterbitkan oleh SOPD yang membidangi 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kecamatan. 

3) Dalam hal asli persyaratan Ijazah/STTB awal sampai dengan akhir akhir salah satu atau 
lebih tidak dapat ditunjukan karena rusak, hilang dan/ atau  terbakar, Balon Kades 
menunjukan surat keterangan dari Kepolisian dimana kejadian yang disertai surat 
klarifikasi berupa surat keterangan pengganti ijazah dari Instansi yang berwenang. 

4) Apabila tidak dapat menunjukkan maka Balon Kades dinyatakan tidak memenuhi 
persyaratan Pencalonan. 

Hal-hal yang belum jelas terhadap ketentuan pendaftaran pencalonan Kepala Desa dapat 
ditanyakan langsung kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, atau dapat menghubungi AL JAZARI 
No. HP : 0822-5264-0554. 

Demikian Pengumuman Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa ini dibuat dan disampaikan 
agar dapat diketahui oleh seluruh penduduk Desa Camba Kecamatan Kota Besi Kabupaten 
Kotawaringin Timur. 

 
Camba, 31 Mei 2023 

 
Panitia Pemilihan  

Kepala Desa Camba 
Ketua, 

 
 

 
 

YANTO SIMBOLON 
 
 
 
 
 

 


